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The rapid development of Artificial Intelligence (Al) has raised fundamental questions about
its compatibility with Islamic law, particularly in the context of issuing fatwas and making
religious decisions. This study examines how the methodological framework of istinbath of
the four main Sunni figh schools of Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali can be applied to
evaluate the phenomenon of Al in contemporary Muslim life. Using a descriptive qualitative
approach through a literature review, this study analyzes various figh literature, contemporary
Islamic studies, and scientific publications relevant to the development of Al and the
dynamics of modern fatwas. The findings show that although the four schools agree that Al
cannot replace human authority in religious matters that require spiritual awareness and moral
accountability, they differ in their methodological approaches: the Hanafi and Maliki schools
show greater flexibility through istihsan and maslahah mursalah, while the Shafi'i and
Hanbali schools maintain stricter textual adherence. This study concludes that Al can function
as an auxiliary tool (wasilah) but not as an autonomous source of Islamic law, and its
application must be in line with the principles of magasid al-shari'ah to ensure ethical
implementation and conformity with Islamic theology in the modern context.
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Perkembangan pesat Artificial Intelligence (Al) telah menimbulkan pertanyaan fundamental
mengenai kompatibilitasnya dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks penerbitan
fatwa dan pengambilan keputusan keagamaan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka
metodologis istinbath empat mazhab fikih Sunni utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali
dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi fenomena Al dalam kehidupan Muslim
kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan,
penelitian ini menganalisis berbagai literatur fikih, kajian keislaman kontemporer, serta
publikasi ilmiah yang relevan dengan perkembangan Al dan dinamika fatwa modern. Temuan
menunjukkan bahwa meskipun keempat mazhab sepakat bahwa Al tidak dapat menggantikan
otoritas manusia dalam urusan keagamaan yang memerlukan kesadaran spiritual dan
akuntabilitas moral, mereka berbeda dalam pendekatan metodologis: mazhab Hanafi dan
Maliki menunjukkan fleksibilitas lebih besar melalui istihsan dan maslahah mursalah,
sementara mazhab Syafi'i dan Hanbali mempertahankan kepatuhan tekstual yang lebih ketat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al dapat berfungsi sebagai alat bantu (wasilah) tetapi
bukan sebagai sumber hukum Islam yang otonom, dan penerapannya harus sejalan dengan
prinsip magqasid al-syari'ah untuk memastikan implementasi yang etis dan sesuai dengan
teologi Islam dalam konteks modern.
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Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam hampir seluruh aspek
kehidupan manusia, termasuk dalam praktik keagamaan umat Islam. Salah satu inovasi yang semakin banyak
diperbincangkan adalah penerapan Artificial Intelligence (Al) dalam konteks kehidupan modern. Teknologi ini
hadir dalam berbagai bentuk, seperti aplikasi pembelajaran Al-Qur’an berbasis Al sistem fintech syariah cerdas,
rekomendasi produk halal otomatis, hingga aplikasi penentuan waktu ibadah yang adaptif (Habib, 2025). Di
lapangan, fenomena ini tampak melalui munculnya chatbot keagamaan yang digunakan masyarakat untuk
bertanya hukum, viralnya video deepfake yang meniru suara ulama, serta penyebaran konten dakwah sintetis
tanpa verifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Al tidak lagi hanya berada dalam ranah industri, tetapi mulai
memengaruhi aspek spiritual dan keagamaan umat Islam, sehingga menuntut respons sistematis dari otoritas
keagamaan dan lembaga fatwa.

Lembaga fatwa terkemuka Dar al-Ifta Mesir turut merespons perkembangan ini dengan meluncurkan
aplikasi FatwaPro pada Juni 2022 sebagai langkah awal menuju digitalisasi fatwa berbasis Al. Selain itu, dua
institusi Sunni terkemuka, yaitu Islamic Affairs and Charitable Activities Department (IACAD) di Dubai dan
Al-Azhar Fatwa Global Centre di Kairo, telah mengimplementasikan sistem Artificial Intelligence (Al) dalam
proses penerbitan fatwa sejak Oktober 2019 (Tsourlaki, 2022). Bersamaan dengan itu, beberapa kasus di
masyarakat seperti beredarnya jawaban keagamaan palsu hasil manipulasi suara ustaz atau penggunaan model
bahasa untuk menentukan hukum tanpa verifikasi ulama menunjukkan adanya tantangan baru dalam menjaga
otoritas keagamaan dan memastikan validitas informasi fikih. Dengan demikian, fenomena ini menandai
pergeseran paradigma dalam metodologi penetapan hukum Islam (istinbath al-hukm).

Meskipun demikian, kajian akademik menunjukkan bahwa pembahasan tentang hubungan antara fatwa
dan Artificial Intelligence (Al) masih berada pada tahap awal dan bersifat parsial. Sebagian besar penelitian
terdahulu berfokus pada etika penggunaan Al dalam Islam, filsafat moral teknologi, atau pemanfaatan chatbot
dalam pelayanan fatwa daring (Billah et al., 2023). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Al belum
mampu menggantikan peran ulama karena tidak memiliki kapasitas moral, tanggung jawab syar‘i, serta
kemampuan memahami konteks sosial secara komprehensif. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara
eksplisit membandingkan instrumen istinbath empat mazhab dalam memandang fenomena Al, padahal
pemahaman tersebut penting untuk melihat bagaimana kerangka hukum Islam dapat merespons perkembangan
teknologi baru.

Dalam menetapkan hukum Islam, setiap mazhab memiliki kerangka metodologis yang berbeda dalam
memahami dan merespons fenomena baru (rawazil). Misalnya, mazhab Syafi‘i yang menekankan nash-textual
reasoning mungkin memiliki pandangan yang berbeda dibanding mazhab Hanafi yang lebih kontekstual dan
rasional (giyas) (Rahmadani et al., 2025). Oleh karena itu, analisis metodologi istinbath setiap mazhab menjadi
penting untuk memahami variasi pandangan ulama dalam merumuskan fatwa terkait penggunaan Al dalam
kehidupan Muslim modern. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan library research, dengan menelaah
sumber-sumber literatur untuk mengidentifikasi pola argumentasi hukum dan etika dalam perspektif
perbandingan mazhab.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menelaah dinamika fatwa figh kontemporer dengan
fokus pada analisis metodologi istinbath empat mazhab dalam memandang, menilai, dan merespons penggunaan
Al dalam kehidupan umat Islam modern dari aspek teologis, etis, dan hukum. Pendekatan ini tidak hanya
membantu memetakan keberagaman pandangan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan
metodologi ijtihad kontemporer yang relevan dengan realitas digital masa kini. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan kontribusi baru dengan menawarkan analisis metodologi istinbath empat mazhab terhadap
fenomena Al, sebuah kajian yang belum mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika fatwa kontemporer
dalam memandang penggunaan Al, serta menjelaskan bagaimana epistemologi hukum Islam dapat diadaptasi
untuk menjawab tantangan keagamaan di era teknologi modern.
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Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) karena seluruh data dikumpulkan
melalui literatur dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada
pemahaman konseptual dan metodologis mengenai dinamika fatwa fikih kontemporer serta metodologi
istinbath empat mazhab dalam merespons fenomena Artificial Intelligence (Al).

Sumber data penelitian meliputi buku-buku fikih dan ushul fikih, artikel jurnal ilmiah, dokumen fatwa,
laporan akademik, serta publikasi digital mengenai Al dan dinamika fatwa kontemporer. Literatur tersebut
ditelusuri melalui basis data seperti Google Scholar, DOAJ, ResearchGate, lembaga keagamaan, serta publikasi
daring yang kredibel. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan sekitar 30—40 literatur yang terdiri atas
jurnal ilmiah, buku, dan sejumlah dokumen fatwa resmi. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan
relevansinya dengan tema penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan diskursus fikih kontemporer.

Data yang terkumpul dikaji secara sistematis dengan menelaah argumentasi, konsep, dan kerangka
pemikiran yang dikemukakan para ulama dan akademisi terkait metodologi istinbath masing-masing mazhab.
Proses kajian ini diarahkan untuk memahami pola penalaran hukum, prinsip-prinsip yang digunakan, serta
implikasinya terhadap penilaian hukum Islam atas penggunaan Al dalam kehidupan Muslim modern. Melalui
pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai posisi dan relevansi
metodologi empat mazhab dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital.

Hasil dan pembahasan

A. Dinamika Fatwa Figh Kontemporer

Perkembangan teknologi digital membuat cara pembuatan dan penyebaran fatwa mengalami perubahan
yang cukup besar. Saat ini kemajuan kecerdasan buatan (Al) bahkan memungkinkan sistem teknologi meniru
suara dan tampilan ulama saat memberikan jawaban keagamaan. Kemampuan ini menimbulkan persoalan
baru terkait keaslian dan keabsahan fatwa. Dalam konteks ini, Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama
menegaskan fatwa yang dihasilkan Al tidak sah secara syar‘i karena Al tidak memiliki kapasitas intelektual
dan tanggung jawab moral sebagaimana seorang mufti (Dewi, 2024).

Al memang dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam mengolah data figh, mengelompokkan
pendapat ulama, atau mengidentifikasi pola hukum tertentu. Namun, penggunaan Al tetap membutuhkan
pengawasan ulama karena penetapan hukum tidak hanya bergantung pada data, tetapi juga pada
pertimbangan etis dan pemahaman konteks yang hanya dimiliki manusia (Karimullah, 2023).

Hal serupa dikemukakan oleh Amrar Mahfuzh Faza (2024) yang menyebutkan bahwa Al dapat
membantu memperkaya kajian figh melalui penyusunan basis data, analisis perbandingan mazhab, dan
pemetaan isu-isu keagamaan kontemporer. Meskipun begitu Al tidak dapat menggantikan otoritas ulama
karena proses istinbath hukum memerlukan integritas keilmuan dan pertimbangan moral.

Dalam konteks Indonesia, Widoyo et al. (2023) mencatat bahwa MUI mengeluarkan fatwa mengenai
etika dakwah digital sebagai respons terhadap banyaknya informasi keagamaan yang beredar tanpa
verifikasi. Fatwa tersebut menegaskan pentingnya kehati-hatian, verifikasi, dan sikap moderat dalam
menyampaikan konten keagamaan melalui media digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar kecanggihan teknologi Al, melainkan
pergeseran otoritas keagamaan di ruang digital, di mana masyarakat semakin mudah mengakses “fatwa
instan” tanpa mekanisme verifikasi keilmuan yang memadai.

B. Analisis Metodologi Istinbath Empat Mazhab dalam Menilai Fenomena Al
Kajian literatur terhadap pandangan empat mazhab fikih klasik yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan
Hanbali, mengenai penggunaan Al (Artificial Intelligence) dalam kehidupan Muslim modern
memperlihatkan dinamika interpretasi yang kompleks dan beragam. Keberagaman perspektif ini tidak dapat
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dipisahkan dari perbedaan metodologi istinbath hukum (ushul figh) yang menjadi karakteristik fundamental
masing-masing mazhab (Rahmadani et al., 2025). Meskipun Al merupakan fenomena teknologi modern
yang tidak dikenal dalam konteks klasik, prinsip-prinsip ushul figh yang dikembangkan oleh empat mazhab
tetap relevan untuk menganalisisnya sebagai bagian dari persoalan nawazil kontemporer. Dalam konteks
saat ini, penggunaan Al marak terjadi dalam layanan keagamaan digital, seperti chatbot fatwa, rekomendasi
ibadah, dan sistem keuangan syariah. kerangka metodologis empat mazhab menjadi penting untuk menilai
batas legitimasi dan otoritas hukum teknologi tersebut.
1. Pendekatan Qiyas dan Istihsan dalam Konteks Al Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dikenal sebagai salah satu mazhab yang paling rasional dan kontekstual dalam sistem
hukum Islam. Prinsip dasar istinbath hukum dalam mazhab ini sangat menekankan penggunaan ra'y
(penalaran rasional) dan giyas (analogi) ketika nash tidak memberikan penjelasan eksplisit (Al Anang &
Hasibuan, 2025). Kecenderungan ini menjadikan mazhab Hanafi lebih terbuka terhadap fenomena-
fenomena baru (nawazil) yang tidak ditemukan pada masa klasik, termasuk isu-isu yang muncul akibat
perkembangan teknologi modern seperti Artificial Intelligence (Al).

Dari perspektif metodologis, Al dapat dipandang sebagai hasil dari ijtihad ‘aqlt (upaya rasional
manusia) yang bertujuan membantu tugas-tugas tertentu (Gleneagles et al., 2024). Dalam konteks fatwa,
misalnya, Al dapat digunakan untuk mengelola basis data hukum, menelusuri pendapat ulama terdahulu,
atau menyajikan rujukan cepat (Munshi et al., 2022). Namun, berdasarkan prinsip giyas, Al tidak dapat
dipersamakan dengan mufti yang memiliki kapasitas taklif (beban moral dan tanggung jawab hukum),
karena Al tidak memiliki niat (niyyah) atau kesadaran moral (Rego & Samad, 2025). Maka dari itu, Al
hanya dapat diposisikan sebagai wasilah (alat bantu), bukan mashdar al-fatwa (sumber hukum) (Noor et
al., 2025).

Dalam literatur klasik, prinsip istihsan menjadi salah satu karakter metodologis khas mazhab Hanafi.
Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai memilih hukum yang lebih ringan atau lebih sesuai
dengan kemaslahatan daripada ketentuan giyas yang kaku (Humaira et al., 2024). Menurut Al-Sarakhsi,
istihsan digunakan untuk menghindari kesulitan hukum dan mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi
masyarakat (Hanafi, 2020). Dengan demikian, ketika menghadapi fenomena baru seperti penggunaan Al,
pendekatan istihsan memungkinkan ulama Hanafiyah untuk menilai secara fleksibel, apakah keberadaan
Al mendukung kemudahan, efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaan hukum Islam.

Pendekatan kehati-hatian (iftiyar) juga menjadi salah satu ciri dalam penerapan hukum menurut
Hanafiyah. Prinsip ini menghendaki agar setiap inovasi non-manusia tetap dikendalikan dalam batas
otoritas syar‘i manusia. Dengan demikian, meskipun Al mampu meniru proses penalaran logis, ia tidak
dapat menggantikan peran mufti yang memahami konteks sosial, niat, dan magasid hukum (Billah et al.,
2023). Sebaliknya, dalam ranah muamalah, mazhab Hanafi menerapkan kaidah al-as! fi al-mu'amalat al-
ibahah (prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan). Penggunaan Al dalam perdagangan elektronik,
layanan keuangan syariah digital, atau sistem kontrak pintar diperbolehkan selama memenuhi prinsip
fundamental yaitu tidak ada riba, gharar, penipuan, atau eksploitasi (Gleneagles et al., 2024). Pendekatan
ini relevan dengan realitas kontemporer di mana Al telah digunakan dalam sistem keuangan syariah digital,
seperti penilaian kelayakan pembiayaan dan pengelolaan transaksi daring, yang menuntut fleksibilitas
hukum tanpa menghilangkan pengawasan syar‘i.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam metode istinbath mazhab
Hanafi menghasilkan pola pemikiran yang progresif namun tetap berhati-hati terhadap penerapan teknologi
baru. Prinsip rasionalitas dan fleksibilitas hukum menjadikan mazhab ini relatif terbuka terhadap
pemanfaatan Al selama tidak menyalahi prinsip-prinsip magqasid al-shari'ah dan tidak menggeser otoritas
mufti sebagai pengambil keputusan hukum. Dengan demikian, Al dalam perspektif metodologi istinbath
Hanafi diposisikan sebagai alat bantu ijtihad (mu ‘in li al-fatwa), bukan pengganti ijtihad manusia.

2. Penerapan Maslahah Mursalah dan Sadd al-Dzari'ah dalam Kerangka Istinbath Maliki

Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab yang memberikan ruang luas bagi penggunaan maslahah

mursalah dan penerapan prinsip sadd al-dzari‘ah (penutupan jalan menuju kerusakan), menunjukkan
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pendekatan yang lebih berorientasi pada dampak sosial. Dalam konteks ini, Ulama Maliki kontemporer
cenderung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implikasi jangka panjang teknologi AI terhadap
struktur sosial dan moral masyarakat Muslim (Zuhri et al., 2024).

Dalam dalam seminar Ethics of Artificial Intelligence (2025), Sheikh Abdullah bin Bayyah
menekankan bahwa perkembangan Al harus diarahkan untuk melayani kemanusiaan dan tidak
mengorbankan nilai-nilai moral, karena keunggulan manusia terletak pada kesadaran tujuan serta tanggung
jawab etis dalam penggunaan teknologi. Hal ini mencerminkan aplikasi maslahah mursalah, di mana
kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetap dipertimbangkan selama sejalan
dengan prinsip-prinsip umum syariah (Assaiq, 2025).

Dalam konteks penggunaan Al untuk pengambilan keputusan hukum Islam, mazhab Maliki
menerapkan prinsip sadd al-dzari‘ah dengan ketat. Hal ini dikhawatirkan terjadi delegasi otoritas ijtihad
kepada sistem Al, meskipun dilatih dengan korpus fikih yang komprehensif, membuka pintu (dzari'ah)
bagi degradasi pemahaman kontekstual dan hilangnya dimensi ruhani dalam penetapan hukum Islam.
Kekhawatiran ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) yang menjadi ciri khas
metodologi Maliki dalam menghadapi isu-isu kontemporer (Purwaningsih & Islami, 2023).

Meskipun demikian, metodologi istinbath hukum dalam mazhab Maliki tidak bersifat rejektif terhadap
perkembangan teknologi modern, termasuk kecerdasan buatan (Al). Yusuf dan Fauzy, (2025) menegaskan
bahwa maslahah mursalah merupakan instrumen penting dalam menilai kebaruan teknologi digital, seperti
sistem zakat, wakaf, dan filantropi Islam berbasis digital. Selain itu, AI merupakan teknologi digital yang
berpotensi meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta optimalisasi dalam proses pengumpulan dan
distribusi zakat maupun wakaf (Ali & Jadidah, 2024). Hal ini menunjukkan fleksibilitas metodologis
mazhab Maliki, yang secara prinsip menerima inovasi teknologi selama mampu menghadirkan
kemaslahatan publik dan tidak menimbulkan mafsadat yang signifikan.

Dengan demikian, dalam kerangka dinamika fatwa figh kontemporer, metodologi istinbath mazhab
Maliki berupaya menegakkan keseimbangan antara pemanfaatan Al sebagai sarana kemaslahatan dan
perlindungan nilai-nilai syariat melalui mekanisme pengendalian risiko (sadd al-dzari‘ah). Dalam konteks
kekinian, pendekatan Maliki memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mengendalikan pemanfaatan
Al agar tetap berada dalam koridor magasid al-shari‘ah, serta potensi konsekuensi etis dan sosial yang
mungkin timbul, sehingga penggunaannya tetap terarah, bertanggung jawab, dan menjaga integritas moral
hukum Islam.

3. Pendekatan Tekstual dan Analisis Nawazil Mazhab Syafi’i

Dalam tradisi fikih Syafi’iyah, respons terhadap persoalan-persoalan baru (nawdzil) umumnya
ditandai oleh sikap metodologis yang berhati-hati. Karakter ini berakar pada komitmen mazhab Syafi’i
terhadap konsistensi penggunaan dalil tekstual (nash) sebagai landasan utama dalam istinbath hukum
(Khalifah & Rohman, 2022). Imam al-Syafi’i secara tegas menempatkan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai
sumber otoritatif yang harus diutamakan, sehingga setiap bentuk ijtihad terhadap isu kontemporer dituntut
untuk memiliki keterkaitan yang jelas dengan prinsip-prinsip syar‘i yang bersifat eksplisit maupun implisit
(Ahmed, 2024).

Dalam menghadapi fenomena baru, mazhab Syafi'i menggunakan giyas sebagai instrumen
metodologis utama. Qiyas didefinisikan sebagai membawa sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang
lain dalam hukum karena ada kesamaan di antara keduanya. Dalam hal ini, Al dapat digiyaskan dengan
beberapa kategori yang telah dikenal dalam fikih klasik yaitu alat bantu teknis (alat mu'mmah), kitab dan
dokumen tertulis untuk penyimpanan informasi (Kamil et al., 2023).

Dalam tradisi Syafi‘iyah, proses penetapan hukum memerlukan niat, kesadaran moral, dan kapasitas
taklifi yang tidak dimiliki oleh sistem algoritmik (Dewi, 2024). Niat harus berasal dari kesadaran (syuiir)
dan kehendak (irddah) yang merupakan atribut eksklusif manusia berakal (Ahmed, 2024). Dengan
demikian, Al hanya sebagai alat dalam penyusunan data, pencarian rujukan, atau analisis informasi, tetapi
tidak dapat menjadi dasar final dalam pengambilan fatwa tanpa keterlibatan manusia yang memiliki otoritas
syar‘i (Ab Rahim et al., 2025).
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Mazhab Syafi’i juga menekankan pentingnya autentikasi hadis. Keabsahan hadis harus diperiksa
dengan kriteria ketat untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan bertumpu pada sumber yang dapat
dipercaya. Artinya, data yang digunakan untuk melatih sistem Al dalam konteks keagamaan harus berasal
dari sumber-sumber yang telah terverifikasi secara ketat (Haikcal et al., 2024). Meskipun dikenal ketat
dalam penggunaan dalil tekstual, mazhab Syafi’i tetap mengakui kebutuhan akan fleksibilitas terbatas
melalui penggunaan qiyas dan prinsip-prinsip pendukung lainnya, sehingga kerangka hukum Syafi’iyah
tetap relevan dalam merespons persoalan kontemporer yang kompleks (Kamil et al., 2023).

Dengan demikian, pola pikir Syafi’iyah terhadap Al bergerak pada dua kutub, yaitu keterbukaan
terhadap manfaat teknologi sebagai bagian dari kebutuhan zaman, dan kehati-hatian metodologis untuk
menghindari penetapan hukum yang bersifat spekulatif. Hal ini menjelaskan bahwa pendekatan istinbath
mazhab Syafi’i berperan dalam memberikan batas epistemologis yang jelas terhadap pemanfaatan Al
sehingga mampu mencegah penyederhanaan hukum Islam yang berpotensi mengabaikan dimensi niat,
moral, dan tanggung jawab syar*i.

4. Tekstualisme dan Prinsip Kehati-hatian Mazhab Hanbali

Dalam konteks dinamika fatwa kontemporer, mazhab Hanbali dikenal sebagai mazhab yang paling
tekstual dan berhati-hati dalam menghadapi nawazil (persoalan baru), termasuk fenomena Artificial
Intelligence (Al). Karakter metodologis ini berakar pada komitmen kuat Imam Ahmad ibn Hanbal terhadap
nash Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum primer yang harus dijadikan pijakan utama sebelum
pertimbangan rasional digunakan (Nadia, 2020). Prinsip epistemologis ini melahirkan pola istinbath yang
menolak perluasan makna nash secara spekulatif dan tidak memberikan ruang luas bagi analogi yang
dianggap terlalu jauh dari konteks asal.

Dalam konteks AIl, pendekatan tekstualis ini berarti mazhab Hanbali sangat berhati-hati dalam
melegitimasi aplikasi Al yang tidak memiliki preseden jelas dari teks atau praktik salaf. Beberapa
penelitian menunjukkan adanya kemiripan antara pola inferensi dalam prinsip-prinsip fikih Islam dan
algoritma kecerdasan buatan, khususnya dalam penggunaan pengukuran dan induksi. Namun, perbedaan
mendasarnya terletak pada ketergantungan fikih terhadap teks hukum dan ijtihad manusia, sementara
sistem Al bergantung pada pemrograman dan input data, sehingga tidak mampu menangkap maksud syar*i
dan nilai moral secara utuh (Hakim & Azizi, 2023).

Oleh karena itu, dalam metodologi Hanbali, Al hanya dapat diposisikan sebagai alat bantu teknis,
bukan sebagai pihak yang memiliki otoritas keagamaan. Mazhab ini menolak keterlibatan entitas non-
manusia dalam penetapan hukum, terlebih jika analisis teknologi berpotensi menggantikan peran mufti
dalam memahami konteks dan illat hukum (Billah et al., 2023). Kekhawatiran utama adalah munculnya
keputusan yang bersifat spekulatif, kering konteks, dan tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam
berfatwa. Tantangan ini semakin terlihat dengan munculnya praktik penerbitan fatwa berbasis Al. Dari
perspektif Hanbali, fatwa semacam ini tidak memiliki legitimasi karena tidak memenuhi syarat ijtihad
manusia yang menuntut pemahaman mendalam terhadap teks dan realitas (Dewi, 2024).

Dalam persoalan muamalah, mazhab Hanbali berpegang pada kaidah al-as! fi al-ashya’ al-ibahah,
yaitu bahwa seluruh urusan duniawi pada dasarnya adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang
melarangnya (Madjid, 2018). Prinsip ini memberi ruang bagi penerapan teknologi modern dalam sektor
ekonomi, administrasi, atau kesehatan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, penipuan, atau
mafsadah lainnya (Gleneagles et al., 2024). Namun dalam perkara ibadah yang bersifat ta'abbudi,
pandangan mazhab Hanbali sangat ketat. Penggunaan Al dalam kegiatan ritual seperti shalat, haji, atau
pengajaran Al-Qur'an hanya dapat diterima sebatas alat bantu teknis, bukan sebagai pengganti peran
manusia (Hakim & Azizi, 2023).

Secara keseluruhan, metode istinbath Hanbali terhadap fenomena Al dapat digambarkan sebagai
pendekatan konservatif yang menjunjung prinsip kehati-hatian. Meskipun mazhab Hanbali lebih restriktif
dalam menerima bentuk-bentuk ijtihad yang tidak memiliki landasan dari nash dan praktik salaf, mereka
tetap menggunakan giyas, sadd al-dzari‘ah, istishab, dan maslahah dalam batas-batas tertentu (Hamid &
Putra, 2021). Dengan demikian, metodologi istinbath mazhab Hanbali dapat berfungsi sebagai batas
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normatif yang penting dalam dinamika fatwa kontemporer, khususnya untuk mencegah normalisasi
penggunaan Al yang berpotensi mengaburkan otoritas mufti dan dimensi moral dalam penetapan hukum
Islam.

C. Sintesis Komparatif Metodologi Istinbath Empat Mazhab dalam Menilai Fenomena Artificial
Intelligence

Meskipun terdapat perbedaan metodologis dan praktis di antara keempat mazhab, kajian komparatif ini
mengidentifikasi beberapa titik konvergensi yang signifikan. Pertama, seluruh mazhab sepakat bahwa Al
tidak dapat menggantikan peran manusia dalam aspek-aspek ibadah yang memerlukan niyyah, kesadaran
spiritual, dan kehadiran fisik (Rego & Samad, 2025). Kedua, terdapat konsensus bahwa tanggung jawab
hukum dan etis atas penggunaan Al tetap berada pada manusia, bukan pada sistem teknologi itu sendiri .
Ketiga, semua mazhab menekankan pentingnya menjaga magqasid al-shari'ah dalam setiap aplikasi teknologi
Al, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) (Sinaga, 2025).

Sedangkan divergensi utama terletak pada tingkat fleksibilitas dan kecepatan adaptasi terhadap
perubahan teknologi. Mazhab Hanafi dan Maliki, dengan metodologi istihsan dan maslahah mursalahnya,
cenderung lebih akomodatif terhadap inovasi teknologi selama sejalan dengan maslahat umum. Sementara
mazhab Syafi'i dan Hanbali, dengan penekanan pada giyas dan tekstualitas, menampilkan pendekatan yang
lebih berhati-hati dan mensyaratkan justifikasi dalil yang lebih kuat.

Sintesis ini menunjukkan bahwa perbedaan metodologis antarmazhab bukanlah hambatan dalam
merespons Al, melainkan menyediakan spektrum pendekatan hukum yang dapat diadaptasi sesuai konteks
sosial dan tingkat risiko teknologi. Hal ini mencerminkan dialektika historis antara rasionalitas dan
tekstualitas dalam tradisi fikih Islam, yang kini diproyeksikan pada konteks teknologi kontemporer.
Pendekatan berbasis magasid ini memungkinkan fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi
yang sangat cepat, namun harus tetap memastikan bahwa setiap aplikasi Al, dalam bentuk apa pun, tetap
sejalan dengan tujuan-tujuan fundamental syariah dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia secara
keseluruhan.

Tabel 1. Posisi Empat Mazhab terhadap Artificial Intelligence

Mazhab Metodologi Posisi terhadap Al Legitimasi Batasan
Istinbath
Hanafi Qiyas, istihsan, Al sebagai alat (alat bantu) Mendatangkan maslahah Al tidak memiliki faklif, niat,
ra’yu, dan istidlal yang diperbolehkan luas zahirah (efisiensi, dan kehendak bebas, artinya

rasional dalam muamalah dengan transparansi, aksesibilitas) Al tidak dapat menjadi mufit
pengawasan atau  menggantikan  unsur
spiritual ibadah.

Maliki Maslahah Adaptif dan  responsif Meningkatkan manfaat dalam Ditolak jika membuka pintu
Mursalah dan sadd terhadap kemaslahatan, AI ~memelihara agama, jiwa, akal, mafsadah besar dan harus
al-dzart'ah diterima jika mendukung keturunan, dan harta benda sesuai dengan nilai maqasid

magqasid al-shari'ah tanpa menimbulkan
kemudharatan

Syafi'i Tekstual, givas Al dianalogikan dengan alat Ada kesamaan ‘illah dengan Al tidak memiliki 'agl, tamyiz,
ketat,  autentikasi bantu bukan pengambil alat bantu klasik, rukun dan niat, dan tanggung jawab
hadis, kehati-hatian  keputusan syarat terpenuhi, serta dapat moral. Perlu transparansi
dalam nawazil diverifikasi secara tekstual algoritmik dan mekanisme

syar’i

Hanbali Tekstualisme kuat, Al hanya sebagai alat teknis Tidak bertentangan dengan Al tidak dapat memahami

sadd
dan giyas terbatas

al-dzart‘ah,

dalam batas sangat ketat.
Tekstualisme maksimal
dengan preseden kuat

nash dan praktik salaf. Prinsip
al-ibahah dalam
muamalah non-ritual.

al-asl

maksud syar'i dan konteks.
Ditolak dalam  penetapan
hukum dan aspek ta'abbudr

D. Implementasi Penggunaan AI dalam Kehidupan Muslim Modern
Perkembangan kecerdasan buatan (Al) membawa implikasi penting bagi pembaruan fikih kontemporer,
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baik secara teoritis maupun praktis. Dalam pandangan ini, kehadiran Al menuntut perluasan horizon ushu!/
fikih agar mampu merespons fenomena digital yang semakin kompleks dan masif dalam kehidupan umat
Islam. Prinsip-prinsip seperti giyas, maslahah, dan dhaman menjadi instrumen utama dalam menilai status
hukum teknologi ini. Al diposisikan sebagai wasilah (alat), sehingga seluruh tindakan dan konsekuensinya
tetap dinisbatkan kepada manusia sebagai pemikul beban taklif (Malik et al., 2024).

Secara teoritis, Asnidar & Askar (2025) menyoroti bahwa Al membuka peluang besar dalam
pengembangan studi Islam, seperti digitalisasi naskah klasik, analisis teks keagamaan, dan penguatan
pendidikan Islam berbasis teknologi. Namun, realitas menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang
memadai, teknologi ini juga berpotensi melahirkan distorsi pemahaman keagamaan dan otoritas keilmuan.
Oleh karena itu, inovasi Al memerlukan kontrol etik dan supervisi otoritas keagamaan agar tidak digunakan
dalam penyimpangan interpretasi atau penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid. Dengan demikian,
fikih kontemporer dituntut bersikap responsif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berpijak pada
magqasid al-shari‘ah sebagai fondasi normatif utama dalam penetapan hukum.

Dari sisi praktis, pemanfaatan AI membawa dampak langsung terhadap kehidupan Muslim modern,
mulai dari sektor pendidikan, ekonomi syariah, hingga ruang dakwah digital. Teknologi ini memang mampu
meningkatkan efisiensi dan akses layanan keagamaan, namun pada saat yang sama telah memunculkan
problem nyata seperti bias algoritmik, pelanggaran privasi data umat, serta manipulasi konten keagamaan di
media digital. Oleh karena itu, penggunaan Al harus didasarkan pada niat yang benar, prinsip keadilan, dan
akhlak Islam agar tidak menimbulkan kemudaratan sosial (Habib, 2025). Sistem Al wajib diarahkan untuk
menghindari bias, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mencegah penggunaan yang melanggar etika
Islam seperti deepfake, pornografi, atau ujaran kebencian (Dewi, 2024). Dalam konteks ini, pengawasan
ulama, pakar teknologi, dan evaluasi algoritma secara berkala menjadi prasyarat penting untuk memastikan
akuntabilitas dan kemaslahatan penggunaan Al (Noor et al., 2025)

Simpulan

Dinamika fatwa kontemporer menunjukkan bahwa perkembangan Artificial Intelligence (Al) di era digital telah
mendorong respons hukum Islam yang lebih adaptif, kritis, dan multidimensional, di mana lembaga fatwa
meninjau ulang metodologi penetapan hukum untuk menghadapi tantangan baru terkait otomatisasi, algoritma,
dan potensi bias teknologi. Analisis terhadap metodologi istinbath empat mazhab mengungkap bahwa Hanafi
dan Maliki cenderung lebih akomodatif melalui penggunaan istihsan, maslahah mursalah, dan penalaran
rasional, sementara Syafi‘i dan Hanbali lebih berhati-hati dengan menuntut keterikatan ketat pada nash,
sehingga Al hanya diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti otoritas ijtihad manusia. Meskipun berbeda
dalam fleksibilitas, seluruh mazhab sepakat bahwa Al berada pada ranah wasilah dan hanya dapat diterima jika
selaras dengan nilai-nilai magasid al-syari ‘ah, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dengan demikian, pemanfaatan Al dalam kehidupan Muslim modern harus memastikan keadilan, perlindungan
privasi, dan pencegahan kerusakan moral, serta berada di bawah pengawasan ulama dan pakar teknologi agar
inovasi tetap berada dalam koridor syariah. Apabila dikembangkan secara etis dan bertanggung jawab, Al dapat
menjadi sarana kemaslahatan yang mendukung keadilan, kemanusiaan, dan kebaikan bersama. Namun
demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan literatur dan belum mencakup data empiris,
sehingga studi lanjutan perlu mengeksplorasi implementasi Al dalam lembaga keagamaan dan mengembangkan
pedoman praktis berbasis magsid al-syari ‘ah.
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